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Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu pengaruh pemberian remunerasi terhadap kinerja pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum baik secara parsial dan simultan.. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisais secara empiris mengenai berbagai hal. Pendekatan dalam penelitian ini tentang pengaruh remunerasi terhadap kinerja pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, dilihat dari konteks Kebijakan Sistem Remunerasi PNS menunjukkan keterkaitan antara remunerasi pegawai terhadap kinerja pegawai.
Metode penelitian yang digunakan, pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai sebesar 69,2%. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebesar 30,8%. Faktor-faktor lain selain remunerasi adalah faktor personal (personal factors), faktor kepemimpinan (leadership factors), faktor tim (team factors), faktor sistem (system factors), dan faktor kontekstual (contextual/situasional factors).






This research is based on the main problem, namely the effect of remuneration on the performance of the Work Unit for the Implementation of the Water Resources Network at the Citarum River Basin, both partially and simultaneously. It aims to identify and analyze empirically on various matters. The approach in this study is about the effect of remuneration on the performance of the Water Resources Network Implementation Unit of the Citarum River Basin, seen from the context of the PNS Remuneration System Policy, which shows the relationship between employee remuneration and employee performance.
The research method used, a quantitative approach with associative methods. The results showed that there was an effect of remuneration on employee performance by 69.2%. Meanwhile, other factors that affect the performance of employees at the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia are 30.8%. Other factors besides remuneration are personal factors, leadership factors, team factors, system factors, and contextual / situational factors.








Keberadaan karyawan/ pegawai sebagai individu merupakan bagian terpenting karena memiliki peranan besar dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Fungsi dan peran karyawan/pegawai dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja, produktivitas, maupun efektivitas organisasi melalui cara kerja yang efisien sehingga menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Sebagai sebuah organisasi tertinggi dalam suatu kesatuan wilayah, Negara pun memerlukan peran pegawai dalam pengupayaan pencapaian tujuannya. Pegawai yang bekerja pada negara atau lembaga kepemerintahan disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja sebagaimana terurai di atas, salah satu yang saat ini tengah dijalankan dalam manajemen PNS di Indonesia adalah sistem penggajian (remunerasi). Sistem remunerasi bagi setiap PNS merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah. Sebelum pelaksanaan reformasi birokrasi, PNS hanya memperoleh remunerasi dalam bentuk pay for person dan pay for position. Saat ini, Pemerintah menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja (performance based remuneration).  Remunerasi berbasis kinerja adalah sistem pembayaran yang mengkaitkan imbalan (reward) dengan prestasi kerja (performance). Implikasi dari konsep tersebut adalah bahwa seseorang yang berkinerja baik maka akan memperoleh imbalan yang lebih tinggi dan begitu pula sebaliknya. Artinya, semakin tinggi kinerja yang diraih pegawai akan semakin tinggi pula imbalannya. Dengan remunerasi berbasis kinerja, penerimaan pegawai selain gaji yang didasarkan pada golongan, juga diberikan penghasilan tambahan sebagai kontra prestasi dari kinerja saat ini. Adapun tambahan tersebut diperhitungkan dari pendidikan dan pengetahuan, pengalaman yang diperlukan, kompleksitas (kerumitan) pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, jenis dan sifat masalah yang harus dipecahkan, pengawasan yang diterima, tanggung jawab supervisi/pengawasan terhadap orang lain, dampak dari keputusan/akibat dari kesalahan, hubungan-hubungan kerja yang harus dilakukan dan kondisi lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi pegawai negeri sipil merupakan suatu hal yang dapat memberikan solusi bagi perbaikan kinerja pegawai (Palagia, 2008:5-6).
Sebagai salah satu instansi Pemerintahan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum pun tentu berkewajiban untuk dapat mewujudkan indikator kinerja PNS sebagaimana yang diharapkan yakni profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS Citarum) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat di daerah pada Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat. BBWS Citarum  mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  dalam menjalankan tugasnya PJSA Citarum juga menyelenggarakan fungsi penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;  pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air; pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);  penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);  pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai; pengelolaan drainase utama perkotaan;  pengelolaan sistem hidrologi;  pengelolaan sistem informasi sumber daya air;  pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;  pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;  fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;  pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;  pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah; pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik; penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan  menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.
Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa kinerja pegawai pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum belum optimal. Hal ini dengan ditandai indikator sebagai berikut :
1.	Ketepatan waktu dalam bekerja dilihat dari indikator mematuhi jadwal dan ketentuan rendah. Contoh : Pada Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan kegiatan. Hal ini mengakibatkan  pembuatan laporan dari PJSA Citarum kepada Pusat (dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR) kurang baik dan benar untuk ketepatan penyampaian laporan kegiatan.
2.	Kualitas kerja pegawai rendah yang berakibat kepada kualitas hasil kerja yang tidak sesuai dengan tuntutan dan harapan organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Contoh dalam menyelesaikan kegiatan perijinan Penyiapan rekomtek dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan SDA pada wilayah sungai memerlukan waktu yang cukup lama, dikarenakan pegawai yang tersedia, mayoritas adalah yang berlatar belakang bukan teknik, sehingga masalah teknik yang harus secepatnya diselesaikan mengalami keterlambatan.

C.	Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan difokuskan kepada beberapa permasalahan sebagai berikut :
1.	Apakah remunerasi memberikan pengaruh besar terhadap kinerja pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum? 
2.	Seberapa besar pengaruh remunerasi secara parsial terhadap kinerja pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum?
3.	Seberapa besar pengaruh remunerasi secara simultan terhadap kinerja pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum?

D.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris mengenai hal-hal sebagai berikut : 
1.	Untuk mengetahui pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air  Citarum. 
2.	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh remunerasi secara parsial terhadap kinerja pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum.
3.	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh remunerasi secara simultan terhadap kinerja pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum.

E.	Kerangka Berpikir
Remunerasi menurut Pora (2011:3) adalah sebagai suatu bentuk tindakan balas jasa atau imbalan yang diterima karyawan atau pekerja dari pengusaha atas prestasi kerja dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Remunerasi diberikan karena hubungan kerja dan pemberian tersebut mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku artinya ketika merancang sebuah sistem remunerasi maka rancangan itu harus mengacu pada patokan-patokan yang telah ditentukan termasuk ketentuan apa saja yang boleh digelar.
Menentukan pengaruh motivasi pegawai pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, peneliti menggunakan teori motivasi kebutuhan yang dikemukakan oleh McClelland dalam Rivai (2004:459) dimana teori ini memfokuskan pada tiga kebutuhan, diantaranya :
a.	Kebutuhan dalam mencapai kesuksesan (Need for Achievement); kemampuan untuk mencapai hubungan kepada standar organisasi yang telah ditentukan juga perjuangan karyawan untuk menuju keberhasilan.
b.	Kebutuhan untuk berafiliasi (Need for Affiliation); hasrat untuk bersahabat dan mengenal lebih dekat rekan kerja atau para karyawan didalam organisasi.
c.	Kebutuhan dalam kekuasaan (Need for Power); kebutuhan untuk membuat orang berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana didalam tugasnya masing-masing.
Motivasi dengan cara yang tepat akan menghasilkan produktifitas, sebaliknya jika caranya tidak tepat justru akan membuang banyak sumber daya atau malah bisa mendemotivasi. Jika atasan memotivasi bawahannya dengan baik dan optimal maka akan mempengaruhi tingkat kinerja kerja pegawai dalam pelaksanaan kegiatan dalam organisasi.
Robbins (2006:259) mendefinisikan “Kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaanya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan”. Dapat dikatakan bahwa, kinerja karyawan merupakan hasil dari proses pekerjaan yang terencana sesuai dengan waktu serta tempat berdasarkan karyawan dan organisasi yang bersangkutan.
Mengetahui apabila pegawai sudah dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi, maka diperlukan yang ditetapkan oleh organisasi, maka diperlukan pengukuran atau penilaian kinerja. Indikator menurut Robbin (2006:260) untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, diantaranya :
a.	Kualitas; Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
b.	Kuantitas; Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
c.	Ketepatan waktu; Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
d.	Efektivitas; Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
e.	Kemandirian; Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya.
f.	Komitmen kerja; Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.
Menurut Pora (2011:6), dalam perkembangannya banyak organisasi berupaya untuk memberikan remunerasi yang dapat memenuhi unsur obyektivitas dan rasa keadilan sehingga kecenderungan organisasi untuk menggunakan prinsip Pay for 3P’s dalam menetapkan remunerasi yaitu:
1.	Pay for position (pembayaran atas posisi/jabatan)
2.	Pay for performance (pembayaran atas kinerja)
3.	Pay for people (pembayaran untuk seseorang)
Remunerasi merupakan imbalan yang diberikan sesuai dengan kinerja yang telah dicapai. Remunerasi ditujukan untuk lembaga pemerintahan yang dianggap pantas mendapatkannya dengan kata lain ada alasan tersendiri untuk suatu lembaga mendapatkan hak remunerasinya atau kenaikkan gaji, yang dianggap mempunyai alasan agar anggota atau pejabat pemerintah tidak lagi berlaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau remunerasi juga bisa didapatkan karena adanya prestasi yang baik. Kinerja yang baik akan sesuai dengan hasil kerja seseorang pegawai dalam periode tertentu misalnya adanya standar dalam bekerja mempunyai target dan sasaran terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.
Mondy dan Noe (dalam Marwansyah, 2010:269), komponen remunerasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu remunerasi finansial dan remunerasi non finansial. penjelasan lebih lanjut mengenai komponen remunerasi, yaitu sebagai berikut:
1.	Remunerasi finansial
Remunerasi finansial terdiri atas remunerasi finansial langsung dan remunerasi finansial tidak langsung.
a.	Remunerasi finansial langsung terdiri dari: pembayaran yang diterima oleh seorang pegawai dalam bentuk gaji, upah, bonus, dan insentif. Rivai (2011:430) menjelaskan bahwa gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Gaji juga dapat dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan. Sementara itu, upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi, upah tersebut tidak sama seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, namun besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan. Walaupun sama-sama mempertimbangkan kinerja individu pegawai, tetapi insentif berbeda dengan merit. Kalau merit berakibat pada perubahan (kenaikan) permanen gaji pokok, sehingga akan diterima pegawai secara terus-menerus, insentif tidak mengubah besarnya gaji pokok, dan hanya diberikan pada saat-saat tertentu saja (misalnya: sekali/tahun). Insentif secara langsung berakibat berkaitan dengan kinerja yang dicapai pada periode tertentu saja, dan biasanya nilainya sudah diperkirakan sebelumnya pada saat penyusunan tujuan. Insentif diberikan untuk memberikan motivasi pegawai dalam mencapai tujuan yang dtetapkan, jadi insentif biasanya berorientasi pada kinerja baik secara individu, tim/kelompok, atau berdasarkan kinerja unit kerjanya.
Bonus merupakan pemberian pendapatan tambahan bagi pekerja yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Bonus akan merupakan variabel gaji yang mampu meningkatkan penerimaan karyawan tanpa membebani biaya tetap pegawai. Seperti insentif, bonus juga diberikan berdasarkan pada kinerja yang dicapai pada satu periode tertentu, yang pada umumnya merupakan keberhasilan yang istimewa. Bonus dapat diberikan kepada individu maupun tim/kelompok atau diberikan kepada individu dengan mempertimbangkan kinerja individu maupun tim/kelompok.
b.	Remunerasi tidak langsung atau yang disebut juga dengan tunjangan yaitu meliputi semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam remunerasi langsung, antara lain berupa program asuransi jiwa dan kesehatan, bantuan sosial, seperti benefit (jaminan pensiun, jaminan sosial, tenaga kerja, bantuan pendidikan, dan bantuan natura), serta ketidakhadiran yang dibayar seperti cuti (cuti hamil, cuti sakit, dan lain sebagainya).
2.	Remunerasi Non Finansial
Remunerasi non finansial terdiri dari kepuasan yang diperoleh pegawai dari pekerjaan itu sendiri dan dari lingkungan pekerjaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut antara lain:
a.	Kepuasan yang diperoleh pegawai dari pekerjaan itu sendiri antara lain berupa: tugas yang menarik, tantangan pekerjaan, tanggung jawab, pengakuan yang memadai atas prestasi yang dicapai, seperti peluang promosi bagi pegawai yang berpotensi, atau peluang menguntungkan lainnya.
b.	Kepuasan yang diperoleh pegawai dari pekerjaan yang dapat diciptakan oleh organisasi dan pegawai lain yaitu efek psikologis dan fisik di mana orang tersebut bekerja. Termasuk di dalamnya antara lain berupa: kebijakan perusahaan yang sehat dan wajar, supervisi dilakukan oleh pegawai yang kompeten, adanya rekan kerja yang menyenangkan, pemberian simbol status, terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, adanya pembagian pekerjaan adil, waktu kerja yang fleksibel, dan lain-lain.
Berbicara tentang kinerja aparatur, erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar kinerja (standar performance). Menurut Mitchel (dalam Sedarmayanti, 2001:51), menyebutkan aspek-aspek yang meliputi kinerja yang dapat dijadikan ukuran kinerja seseorang, yaitu sebagai berikut :
1.	Kualitas kerja (quality of work)




Di bawah ini adalah penjelasan indikator kinerja pegawai, yaitu sebagai berikut: 
1.	Kualitas kerja (Quality of work) adalah kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya yang tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara sistematis sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan keterampilan secara sistematis sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. 
2.	Ketetapan waktu (pomptness) yaitu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lain.
3.	Inisiatif (initiative) yaitu mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Bawahan atau pegawai dapat melaksakan tugas tanpa harus bergantung terus menerus kepada atasan. 
4.	Kemampuan (capability) yaitu diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dapat diintervensi atau diterapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor kemampuan yang dapat dikembangkan. 
5.	Komunikasi (communication) merupakan interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi, komunikasi akan menimbulkan kerjasama yang lebih baik dan akan terjadi hubungan-hubungan yang semakin harmonis diantara para pegawai dan para atasan, yang juga dapat menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan.

F.	Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory survey. Penelitian ini juga bersifat explanatory research. Menurut Sugiyono (2008: 10), explanatory research merupakan “penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan gejala yang timbul oleh suatu objek penelitian, sehingga dalam penelitian ini akan berusaha mencari jawaban terhadap fenomena suatu permasalahan yang diajukan”. Dengan kata lain, peneliti ingin memberikan gambaran metode aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikannya.
Penelitian  ini  untuk  menemukan  fakta dengan  interpretasi  yang tepat dengan tujuan untuk menguji hipotesis dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang pengaruh antar variable yang terdiri dari variable bebas (independent variable), yaitu remunerasi, dan variable terikat (dependent variable), yaitu kinerja pegawai.
Penguatan terhadap pemilihan   metode ini dilandasi oleh pandangan Singarimbun & Effendi (1995: 2) yang menandaskan bahwa ”metode ini tidak hanya menjelaskan atau menggambarkan fakta empiris yang ditemui di lapangan tetapi juga akan menjelaskan analisis pengaruh baik secara parsial maupun simultan antara variabel yang menjadi fokus penelitian”.

G.	Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini merupakan data penelitian yang telah diolah secara faktual dari responden melalui angket penelitian sebagai sumber data primer yang langsung didapatkan dari anggota populasi
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Angket Remunerasi (X)
Dalam mengukur validitas instrumen angket Remunerasi (X) peneliti menggunakan cara uji validitas product moment pearson correlation. Uji validitas ini menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing- masing skor item atau soal dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 25.0.
Yang menjadi kriteria valid atau tidaknya instrumen adalah dengan melihat hasil output “correlations” dimana diketahui nilai r hitung (nilai pearson correlation item dengan skor_total) dibandingkan dengan nilai r tabel dimana ditentukan Nilai r-tabel untuk uji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikasi 5% (p=0,05) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau N, oleh karena N = 53, maka derajat bebasnya N - 2 = 53 - 2 = 51. Adapun nilai r tabel  df = 48 dan p = 0,05 adalah
0.2706. Item pertanyaan dikatakan valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel ( rhitung > r tabel). Berikut tabulasi hasil uji validitas instrumen angket kinerja : 

Tabel 4.1
Tabulasi Uji Validitas Instrumen Angket Remunerasi

Sumber : Data Uji Validitas Instrumen Angket Remunerasi, 2020, diola
Data tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa semua item pertanyaaan valid. Dengan demikian semua item ikut dihitung pada pengujian selanjutnya yakni uji realibilitas.
Selanjutnya  untuk  mengukur realibilitas  instrumen  Remunerasi  peneliti menggunakan cara uji realibilitas alpha cronbach’s dengan program SPSS 25.0. Uji realibilitas dalam hal ini mengacu pada nilai Alpha yang terdapat dalam tabel output SPSS. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam uji realibilitas adalah sebagai berikut :
a.   Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan realiabel atau konsisten
b.  Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau konsisten
Berikut hasil pengujian realiabilitas instrumen Remunerasi:

Tabel 4.2
Tabel Output Reliability Statistics
Reliability Statistics
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha	N of Items
0,907	37

Berdasarkan tabel 4.2. di atas, diketahui nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,927. Karena nilai   Cronbach’s Alpha   0,927 > 0,60, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji realibilitas di atas dapat disimpulkan bahwa ke37 pertanyaan dalam instrumen angket Remunerasi adalah reliabel atau konsisten. Berikut reliabilitas pertanyaan dalam instrumen angket Remunerasi:

Tabel 4.3





Pembahasan pengaruh Remunerasi terhadap Kinerja Pegawai dimaksud untuk mengungkapkan dan menjelaskan hasil penelitian serta menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Selain itu membahas hasil pengujian hipotesis dengan mengungkapkan temuan-temuan yang akan dibahas, baik pembahasan secara simultan maupun parsial.

1.	Pembahasan Pengaruh Simultan Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Kerja PJSA Citarum
Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 4.2.1 di atas, pengaruh Remunerasi terhadap Kinerja pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum adalah sebesar 84,9 %. Artinya pengaruh Remunerasi terhadap Kinerja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Remunerasi dalam bentuk tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai sebagai bentuk pengakuan atas pekerjaan yang telah dilakukan terhadap instansi. Remunerasi ini bertujuan unuk memberikan motivasi dan nilai keadilan bagi setiap pegawai agar berkompetisi secara sehat untuk memberikan kinerja yang optimal, lebih berprestasi dan membawa citra baik instansi dimata masyarakat. oleh karena itu sistem pemberian remunerasi (tunjangan kinerja) mempunyai andil besar dalam memotivasi pegawai untuk memberikan kinerja yang tinggi dan optimal dalam rangka mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan oleh instansi.
Menurut Siagian (2014 : 265), manajemen sumber daya manusia pada organisasi berfungsi dalam hal pengembangan srtuktur gaji yang baik dan seimbang dalam rangka peningkatan kinerja karyawan. Pemberian remunerasi sangat diharapkan berbagai kebutuhan hidupnya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Remunerasi tidak hanya terbatas pada gaji atau upah, melainkan meliputi pula berbagai manfaat yang diperoleh oleh karyawan, baik dalam bentuk uang maupun non uang. Remunerasi merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja atau pegawai sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikannya..Remunerasi mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk diterima dan dinikmati oleh karyawan, baik secara langsung ataupun tidak langsung (Jusmalini, 2012 : 122).
Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap Kinerja pegawai untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut di kemudian hari guna memperkuat dan memperkokoh teori-teori yang dibahas dan dikembangkan dalam penelitian ini. Pengaruh lain tersebut adalah sebesar 15,1%.
Variabel lain yang berpengaruh ini mengingatkan bahwa variabel luar juga sama pentingnya dengan variabel yang telah dibahas dalam penelitian ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Amstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2011:100) bahwa kinerja juga dipengaruhi oleh personal factors, leadership factors, team factors, system factors, dan contextual/situational factors.

2.	Pembahasan Pengaruh Parsial Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum 
Pembahasan pengaruh parsial Remunerasi terhadap Kinerja terdiri dari 2 (dua) unsur yakni Remunerasi Finansial (X1) dan Remunerasi Non Finansial (X2). Pengaruh Remunerasi Finansial (X1) terhadap Kinerja berdasarkan hitungan statistik yang dilakukan menunjukkan pengaruh positif dengan kontribusi sebesar 55,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diterima oleh seorang pegawai dari tempat dia bekerja sebagai bentuk imbalan atau balas jasa atas prestasi atau kontribusinya kepada organisasi tempat ia bekerja dalam bentuk gaji, upah, bonus, dan insentif sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut.
Adapun pengaruh Remunerasi Non Finansial (X2) terhadap Kinerja berdasarkan hitungan statistik yang dilakukan menunjukkan pengaruh positif dengan kontribusi sebesar 4,8%. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi non finansial dalam bentuk tugas-tugas menarik,tantangan pekerjaan, tanggungjawab, peluang pengakuan, tercapainya tujuan, peluang promosi, rekan kerja yang menyenangkan, kondisi lingkungan kerja yang nyaman, pembagian kerja, kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, pengakuan simbol status, dan waktu kerja yang fleksibel masih belum dianggap sebagai hal yang dapat meningkatkan kinerja yang dilakukan pegawai di lingkungan Satker Pelaksanaan Jaringan Air BBWS Citarum. Namun jika melihat hasil dalam uraian deksriptif unsur non finansial yang berada di interval Tinggi (T) menuju Sangat Tinggi (ST), bukan tidak mungkin di kemudian hari, unsur Remurasi Non Finansial ini akan memberi kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Satker Pelaksanaan Jaringan Air BBWS Citarum.

3.	Pembahasan Pengaruh Parsial Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum
Pembahasan pengaruh parsial Remunerasi terhadap Kinerja terdiri dari 2 (dua) unsur yakni Remunerasi Finansial (X1) dan Remunerasi Non Finansial (X2). Pengaruh Remunerasi Finansial (X1) terhadap Kinerja berdasarkan hitungan statistik yang dilakukan menunjukkan pengaruh positif dengan kontribusi sebesar 55,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diterima oleh seorang pegawai dari tempat dia bekerja sebagai bentuk imbalan atau balas jasa atas prestasi atau kontribusinya kepada organisasi tempat ia bekerja dalam bentuk gaji, upah, bonus, dan insentif sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut.
Jika dilihat dari pembahasan deskriptif yang diuraikan di atas, indikator gaji, tunjangan kerja dan pensiun sangat diandalkan oleh pegawai di lingkungan Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum. Sedangkan tunjangan kesehatan relatif kurang diandalkan. Hal ini terungkap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa responden bahwa tunjangan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  pegawai  PJSA  Citarum sebagaimana aparatur sipil negara lainnya yang sekarang berlaku adalah BPJS Kesehatan. Para pegawai di Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum berpendapat bahwa pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan menurun dibandingkan saat tunjangan kesehatan dikelola oleh Askes (Asuransi Kesehatan). Hal mana menurut mereka bahwa tidak ada lagi kekhususan seperti saat dikelola oleh Askes sekarang dianggap sama dengan peserta non ASN dalam BPJS Kesehatan. Dalam memperoleh obat misalnya, saat tunjangan kesehatan dikelola PT Askes yang khusus melayani PNS, mereka bisa mendapatkan obat untuk satu bulan. Namun sekarang ini hanya cukup untuk tiga hari.
Adapun pengaruh Remunerasi Non Finansial (X2) terhadap Kinerja berdasarkan hitungan statistik yang dilakukan menunjukkan pengaruh positif dengan kontribusi sebesar 4,8%. Hal ini menunjukkan bahwa remunerasi non finansial dalam bentuk tugas-tugas menarik,tantangan pekerjaan, tanggungjawab, peluang pengakuan, tercapainya tujuan, peluang promosi, rekan kerja yang menyenangkan, kondisi lingkungan kerja yang nyaman, pembagian kerja, kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, pengakuan simbol status, dan waktu kerja yang fleksibel masih belum dianggap sebagai hal yang dapat meningkatkan kinerja yang dilakukan pegawai di lingkungan Satker Pelaksanaan Jaringan Air BBWS Citarum. Namun jika melihat hasil dalam uraian deksriptif unsur non finansial yang berada di interval Tinggi (T) menuju Sangat Tinggi (ST), bukan tidak mungkin di kemudian hari, unsur Remurasi Non Finansial ini akan memberi kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum.
Hasil wawancara dengan Kepala BBWS Citarum, belum signifikannya pengaruh unsur remunerasi non finansial terhadap kinerja pegawai di lingkungan Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum sangat dimungkinkan terjadi akibat dari regulasi terkait penilaian kinerja pegawai, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Menurutnya,   indikator prestasi kerja PNS dalam PP 46/2011 tersebut hanya menitikberatkan pada capaian atas sasaran kerja dan perilaku PNS. Penilaian atas dua unsur diatas dilakukan dengan menggabungkan penilaian capaian kerja dan penilaian perilaku kerja dengan bobot SKP 60% dan perilaku kerja 40%. Artinya lebih menekankan pada capaian kerja saja, bukan pada perilaku kerja pegawai. Karenanya soal tugas-tugas menarik,tantangan pekerjaan, tanggungjawab, peluang pengakuan, tercapainya tujuan, peluang promosi, rekan kerja yang menyenangkan, kondisi lingkungan kerja yang nyaman, pembagian kerja, kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, pengakuan simbol status, dan waktu kerja yang fleksibel belum mendapatkan porsi yang ideal dalam mengukur prestasi kerja seorang PNS. Menurut Kepala BBWS Citarum, idealnya bobot penilaiannya sama-sama 50 %.
Selain itu, cara penilaian yang dilakukan dalam perilaku kinerja PNS yang dilakukan dengan metode pengamatan/ observasi yang dilakukan oleh pejabat penilai cenderung bias “like and dislike” sehingga perilaku kinerja PNS tidak menggambarkan kondisi yang obyektif.

I.	Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Remunerasi terhadap Kinerja Pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum, dapat disimpulkan hasil-hasil analisis hasil penelitian dan pembahasan tersebut sebagai berikut :
1.	Remunerasi memberikan pengaruh besar terhadap Kinerja pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum. 
2.	Secara simultan Remunerasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum. Dengan demikian variabel Remunerasi merupakan variabel yang sangat penting guna meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Citarum. Namun masih ada variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap Kinerja pegawai yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
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